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Abstract: This study aims to analyze the practice of profit-sharing ratio (nishah) distribution in mudharabah
contracts applied by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Bajuran V'illage, Cermee District,
Bondowoso Regency, from the perspective of Islamic economic law. The focus of this research is to examine the
conformity of profit-sharing arrangements and loss-bearing mechanisms between shabibul mal and mudbarib
with the principles of figh mu'‘amalab. This study employs an empirical juridical approach with qualitative
methods, using in-depth interviews, field observations, and documentation involving MSME actors and capital
owners who implement mudbarabah contracts. The findings reveal that profit-sharing ratios are generally
determined based on mutnal agreements made at the beginning of the contract. However, in practice, deviations
from sharia principles are still found, particularly regarding the allocation of business losses. Losses cansed by
external factors, such as a decline in consumer demand, are in some cases imposed on the mudharib, despite the
absence of negligence (tafrith) or misconduct (ta‘addi). Such practices contradict the fundamental principles of
mudbarabah, which stipulate that financial losses should be borne by the shabibul mal as long as the mudbarib
Sulfills their obligations in good faith. This study emphasizes the importance of a comprebensive understanding
of justice, trust (amanah), and risk-sharing principles in mudharabah contracts at the MSME level. Therefore,
continnous education and legal guidance are necessary to ensure that profit-sharing practices are implemented in
accordance with figh mu‘amalah and Islamic economic law..
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian nisbah dalam akad
mudharabah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Bajuran, Kecamatan
Cermee, Kabupaten Bondowoso, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus
penelitian diarahkan pada kesesuaian penentuan nisbah serta mekanisme penanggungan
kerugian antara shahibul mal dan mudharib dengan prinsip figh mu’amalah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui wawancara
mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta pemilik modal
yang menerapkan akad mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian nisbah
pada umumnya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal para pihak. Namun, dalam
praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal
pembebanan kerugian usaha. Kerugian yang terjadi akibat faktor eksternal, seperti penurunan
jumlah konsumen, dalam beberapa kasus tetap dibebankan kepada mudharib, meskipun tidak
ditemukan unsur kelalaian (tafrith) maupun pelanggaran (ta‘addi). Praktik tersebut
bertentangan dengan prinsip dasar akad mudharabah yang menegaskan bahwa kerugian
finansial menjadi tanggungan shahibul mal selama mudharib menjalankan amanah sesuai
kesepakatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap
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prinsip keadilan, amanah, dan pembagian risiko dalam akad mudharabah pada tingkat UMKM.
Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan berkelanjutan agar praktik pembagian
nisbah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan figh mu’amalah dan hukum ekonomi
syariah.

Kata Kunci: Mudharabah, Nisbah, UMKM, Figh Mu’amalah, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis

dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai penggerak ekonomi lokal dan
sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat (Chatra et al., 2025). UMKM
berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan menjadi fondasi
ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah pedesaan. Namun demikian, di balik
peran strategis tersebut, UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan
struktural yang menghambat keberlanjutan usaha.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan
akses terhadap pembiayaan yang adil dan berkelanjutan (Ayunda et al., 2025).
Skema pembiayaan konvensional berbasis bunga kerap menimbulkan beban
tambahan bagi pelaku usaha, khususnya ketika terjadi ketidakstabilan pendapatan
atau penurunan pasar (Rahma et al, 2024). Kondisi ini menuntut adanya
alternatif pembiayaan yang tidak hanya menopang keberlangsungan usaha, tetapi
juga menjunjung prinsip keadilan.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian integral dari
kehidupan manusia yang diarahkan untuk mencapai kemaslahatan. Al-Qur’an
mendorong umat Islam untuk aktif bekerja dan mencari rezeki secara halal

sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 10:
o3l ST G 1830 A b e R8s oY1 3 1580 Boltal b 0

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di buni, carilah
karunia  Allah, dan ingatlah Allah  sebanyak-banyaknya agar kamu  beruntung”
(Quran.Nu Online/ An-NiQuran.Nu Online/ Al-Jumu’ah. (n.d.).Sa, n.d.)

Ayat ini menjadi dasar normatif bagi pengembangan aktivitas ekonomi

yang produktif dan halal melalui berbagai bentuk ketja sama usaha.
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Salah satu bentuk kerja sama usaha dalam ekonomi syariah yang relevan
bagi UMKM adalah akad mudharabah. Akad ini melibatkan pemilik modal
(shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib), dengan pembagian keuntungan
berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal (Arsela & Zen, 2025). Skema ini
memberikan fleksibilitas bagi UMKM karena tidak membebankan kewajiban
pembayaran tetap sebagaimana pembiayaan konvensional (Natsir, 2024).

Akad mudharabah juga berfungsi sebagai alternatif transaksi yang
terbebas dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Larangan riba ditegaskan
secara eksplisit dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

e i B g6 220 U s ottt st oo a3k S 32k Y i 05T
16 i 80 il Do U i R0 5 5 e sl 28 T 55 &0 0 sy
@ 03 63 2 0 Ll a
Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri,
kecnali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi
karena mereka berkata babwa jual beli itu sama dengan riba. Padabal, Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharambkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya
peringatan dari Tubannya (menyangkut riba), laln dia berbenti sehingga apa yang telah
diperolebnya dabulu menjadi miliknya dan nrusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang
mengulangi - (transaksi riba), mereka itulah  penghuni neraka. Mereka fekal di
dalamnya” (Qurannu, Online Al-Muthaffifin, n.d.).

Ayat ini menegaskan perbedaan mendasar antara transaksi yang halal dan
riba, sekaligus memperkuat legitimasi akad mudharabah sebagai sistem
pembiayaan berbasis bagi hasil yang menempatkan keuntungan dan risiko secara
proporsional (Gita, 2022; Azizah, 2022).

Selain prinsip bagi hasil, akad mudharabah juga berlandaskan nilai
amanah dan keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-
Nisa’ ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang
berhak. Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan modal harus dilakukan secara
jujur dan bertanggung jawab oleh mudharib, sementara shahibul mal wajib

bersikap adil dalam menuntut haknya.
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Meskipun memiliki landasan normatif yang kuat, implementasi akad
mudharabah pada tingkat UMKM sering kali menghadapi berbagai persoalan
praktis. Penentuan dan pelaksanaan pembagian nisbah menjadi aspek krusial
yang kerap menimbulkan konflik, terutama ketika usaha mengalami kerugian
(Sunaryono et al,, n.d.; Sodikin & Purnomo, 2023). Perbedaan pemahaman
mengenai konsep bagi hasil dan pembagian risiko sering menyebabkan
penyimpangan dalam praktik akad mudharabah.

Namun, prakttk pembagian nisbah di tingkat UMKM sering kali
menyimpang dari prinsip figh mu’amalah, khususnya dalam pembebanan
kerugian usaha. Dalam sejumlah praktik, kerugian akibat faktor eksternal seperti
penurunan jumlah konsumen justru dibebankan kepada mudharib, meskipun
tidak terdapat unsur kelalaian (tafrith) maupun pelanggaran (ta‘addi). Padahal,
menurut mayoritas ulama fikih, kerugian finansial dalam akad mudharabah
menjadi tanggungan shahibul mal selama mudharib menjalankan amanah sesuai
kesepakatan (Zamzam & Aravik, 2020; Harahap, 2024).

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam praktik akad mudharabah pada
UMKM di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso.
Berdasarkan hasil wawancara, pembagian nisbah umumnya telah disepakati sejak
awal, seperti dengan perbandingan 60:40 atau 50:50. Namun, ketika usaha
mengalami kerugian akibat penurunan konsumen, mudharib tetap diminta
menanggung kerugian modal meskipun tidak terbukti melakukan kelalaian dalam
pengelolaan usaha (Toto, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
menjawab persoalan hukum utama, yaitu apakah praktik pembagian nisbah dan
penanggungan kerugian dalam akad mudharabah pada UMKM telah sesuai
dengan prinsip figh mu’amalah dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan nisbah, menilai kesesuaian

praktik pembagian risiko dengan ketentuan syariah, serta memberikan
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rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan akad mudharabah pada UMKM dapat
berjalan secara adil, amanah, dan berkeadilan.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode
kualitatif deskriptif untuk menganalisis praktik pembagian nisbah dalam akad
mudharabah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Bajuran,
Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini dipilih untuk
memahami kesesuaian antara ketentuan normatif akad mudharabah dalam figh
mu’amalah dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

Subjek penelitian terdiri dari pelaku UMKM yang menjalankan akad
mudharabah dan pemilik modal (shahibul mal) yang terlibat langsung dalam kerja
sama usaha. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang, yang
dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam praktik
akad mudharabah. Informan terdiri atas pengelola usaha (mudharib), pemilik
modal, dan pihak yang memahami praktik kerja sama tersebut di tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi
lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman
para pihak mengenai penentuan nisbah, mekanisme pembagian keuntungan,
serta penanggungan kerugian usaha. Observasi dilakukan untuk mengamati
secara langsung praktik kerja sama usaha yang berlangsung. Dokumentasi
dilakukan secara terbatas mengingat adanya kendala penggunaan perangkat
teknologi di lingkungan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan
menguraikan temuan empiris secara sistematis kemudian menganalisisnya
menggunakan kerangka figh mu’amalah, khususnya ketentuan akad mudharabah
terkait nisbah, pembagian risiko, serta konsep ta‘addi dan tafrith. Hasil analisis
digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pembagian nisbah dengan prinsip

hukum ekonomi syariah dan menarik kesimpulan penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad mudharabah pada
UMKM di Desa Bajuran berlangsung secara sederhana dan berbasis kepercayaan
personal antara shahibul mal dan mudharib. Kerja sama usaha umumnya tidak
dituangkan dalam akad tertulis yang rinci, melainkan dilakukan secara lisan
dengan kesepakatan pokok mengenai modal, nisbah keuntungan, dan pembagian
hasil. Modal diberikan dalam bentuk uang tunai untuk mendukung kegiatan
usaha, seperti pembelian bahan baku atau pengembangan usaha dagang kecil.
Dalam praktiknya, mudharib memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan
usaha sehari-hari, sementara shahibul mal cenderung tidak terlibat langsung
dalam manajemen usaha. Pola ini menunjukkan bahwa akad mudharabah
dipahami sebagai hubungan kepercayaan, bukan sebagai kontrak hukum yang
memiliki konsekuensi yuridis yang jelas.

Penentuan nisbah dalam akad mudharabah di Desa Bajuran umumnya
dilakukan pada tahap awal kerja sama dengan pola yang relatif seragam, seperti
60:40 atau 50:50. Nisbah tersebut tidak didasarkan pada perhitungan risiko
usaha, analisis kelayakan, atau proyeksi keuntungan, melainkan mengikuti
kebiasaan lokal dan kesepakatan informal para pihak. Para informan menyatakan
bahwa nisbah dianggap sebagai “pembagian wajar” tanpa pemahaman mendalam
mengenai implikasi hukum dari pembagian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
nisbah lebih dipahami sebagai pembagian keuntungan semata, bukan sebagai
mekanisme distribusi ristko usaha yang menjadi karakter utama akad
mudharabah dalam figh mu’amalah.

Dalam praktik pembagian keuntungan, hasil penelitian menunjukkan
bahwa keuntungan biasanya dibagi setelah modal pokok dianggap “kembali”.
Namun, tidak terdapat pencatatan keuangan yang sistematis untuk memastikan
apakah pembagian dilakukan berdasarkan keuntungan bersih atau sekadar

perkiraan. Pembagian hasil sering kali dilakukan secara periodik berdasarkan
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kesepakatan lisan, tanpa laporan keuangan tertulis. Kondisi ini menyebabkan
potensi  ketidakjelasan dalam menentukan apakah wusaha benar-benar
menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian terselubung.
Minimnya transparansi keuangan ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi
pemahaman para pihak terhadap kondisi usaha yang sebenarnya.

Penelitian ini menemukan adanya beberapa kasus kerugian usaha yang
dialami UMKM akibat faktor eksternal, terutama penurunan jumlah konsumen
dan kondisi pasar yang tidak stabil. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh
kelalaian atau kesalahan pengelolaan usaha oleh mudharib, melainkan akibat
faktor ekonomi yang berada di luar kendali pengelola. Informan menyatakan
bahwa penurunan omzet terjadi secara bertahap dan memengaruhi kemampuan
usaha untuk menghasilkan keuntungan sebagaimana sebelumnya. Temuan ini
menjadi penting karena menunjukkan bahwa kerugian merupakan risiko nyata
dalam usaha mudharabah, bukan semata-mata akibat kesalahan individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi usaha mengalami
kerugian, shahibul mal cenderung menuntut pengembalian modal kepada
mudharib. Tuntutan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa modal
merupakan ‘“hak yang harus kembali”, tetlepas dari kondisi usaha. Dalam
beberapa kasus, mudharib diminta mengembalikan modal secara bertahap
meskipun usaha masih berjalan atau telah berhenti akibat kerugian. Sikap ini
menunjukkan adanya persepsi bahwa akad mudharabah dipahami menyerupai
utang-piutang, bukan kemitraan usaha berbasis risiko bersama.

Mudharib berada pada posisi yang relatif lemah dalam relasi kerja sama
ini. Ketergantungan terhadap modal membuat mudharib sulit menolak tuntutan
shahibul mal, meskipun merasa tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan
usaha. Beberapa mudharib menyatakan menerima kewajiban pengembalian
modal demi menjaga hubungan baik dan menghindari konflik sosial. Kondisi ini
menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan dalam praktik akad

mudharabah di tingkat UMKM.
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Sebagian besar informan mengakui bahwa mereka tidak memiliki
pemahaman yang memadai mengenai konsep figh mu’amalah, khususnya terkait
akad mudharabah. Akad dipahami sebatas “bagi hasil”, tanpa pemahaman
tentang prinsip pembagian risitko dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Tidak adanya pendampingan atau edukasi mengenai akad syariah menyebabkan
praktik mudharabah berjalan berdasarkan kebiasaan lokal, bukan ketentuan
hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan tidak adanya mekanisme evaluasi
bersama ketika usaha mengalami kerugian. Shahibul mal dan mudharib jarang
melakukan musyawarah ulang untuk menilai kondisi usaha dan menentukan
langkah penyelesaian yang adil. Kerugian cenderung diputuskan secara sepihak
sebagai tanggung jawab mudharib, tanpa proses dialog yang setara.

Praktik pembebanan kerugian kepada mudharib berdampak langsung
terhadap keberlanjutan usaha. Beberapa mudharib menghentikan usaha karena
tidak mampu menanggung beban pengembalian modal, sementara hubungan
kerja sama menjadi renggang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik mudharabah
yang tidak sesuai prinsip justru melemahkan tujuan pemberdayaan UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan
yang signifikan antara konsep normatif akad mudharabah dan praktik empiris
pembagian nisbah serta penanggungan kerugian di Desa Bajuran. Akad
mudharabah secara formal digunakan, tetapi substansinya tidak sepenuhnya
dijalankan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

Pembahasan

Dalam figh mu’amalah, nisbah bukan sekadar pembagian keuntungan,
melainkan instrumen distribusi hasil usaha yang berkaitan erat dengan pembagian
risiko. Praktik di Desa Bajuran menunjukkan bahwa nisbah dipahami secara
sempit sebagai pembagian laba, tanpa konsekuensi risiko. Padahal, akad
mudharabah menempatkan shahibul mal sebagai penanggung risiko finansial,

sementara mudharib menanggung risiko kerja dan tenaga (Arsela & Zen, 2025).
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Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa kerugian finansial dalam akad
mudharabah menjadi tanggungan shahibul mal selama mudharib tidak
melakukan kelalaian (tafrith) atau pelanggaran (ta‘addi) (Harahap, 2024). Temuan
penelitian yang menunjukkan pembebanan kerugian kepada mudharib jelas
bertentangan dengan prinsip ini.

Larangan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa
keuntungan tidak boleh diperoleh tanpa menanggung risiko. Praktik yang
mewajibkan pengembalian modal meskipun wusaha merugi berpotensi
mengandung unsur ketidakadilan dan mendekati pola riba terselubung, karena
risiko sepenuhnya dialihkan kepada mudharib.

QS. An-Nisa’ ayat 58 menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan
berlaku adil. Dalam konteks mudharabah, amanah tidak hanya dibebankan
kepada mudharib, tetapi juga kepada shahibul mal untuk menanggung risiko
usaha secara proporsional. Ketika modal dianggap harus selalu kembali, akad
mudharabah kehilangan substansi kemitraannya dan bergeser menjadi akad
utang-piutang. Penyimpangan ini bertentangan dengan tujuan akad mudharabah
sebagai instrumen keadilan ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran substansi akad
mudharabah dalam praktik UMKM di Desa Bajuran. Ketika shahibul mal
mewajibkan pengembalian modal kepada mudharib meskipun usaha mengalami
kerugian akibat faktor eksternal, akad mudharabah secara substantif berubah
menyerupai akad qardh (utang). Dalam figh mu’amalah, karakter utama
mudharabah adalah tidak adanya jaminan pengembalian modal secara mutlak.
Jika modal harus kembali dalam kondisi apa pun, maka akad tersebut kehilangan
unsur kemitraan dan berbagi risiko. Pergeseran ini bertentangan dengan
semangat larangan riba sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275,
karena keuntungan dan keamanan modal diperoleh tanpa kesiapan menanggung

risiko usaha. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya menyimpang secara
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teknis, tetapi juga secara prinsipil dari konsep akad mudharabah dalam hukum
ekonomi syariah.

Prinsip amanah merupakan fondasi utama dalam akad mudharabah. QS.
An-Nisa’ 58 menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan berlaku adil dalam
setiap hubungan hukum. Dalam konteks mudharabah, amanah tidak dapat
dibebankan secara sepihak kepada mudharib sebagai pengelola usaha, melainkan
juga melekat pada shahibul mal sebagai pemilik modal. Amanah shahibul mal
tercermin dalam kesediaannya menanggung risiko kerugian usaha sesuai
kesepakatan dan ketentuan figh. Praktik yang ditemukan dalam penelitian
menunjukkan adanya pemahaman sempit terhadap konsep amanah, di mana
mudharib diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya confirmable terhadap
kerugian. Kondisi ini menunjukkan terjadinya reduksi makna amanah dari prinsip
keadilan menjadi instrumen penekan dalam relasi ekonomi, yang pada akhirnya
merusak keseimbangan akad mudharabah.

Pembahasan hasil penelitian juga mengungkap adanya ketimpangan relasi
kekuasaan antara shahibul mal dan mudharib. Ketergantungan mudharib
terhadap modal menyebabkan posisi tawarnya lemah dalam menentukan isi dan
pelaksanaan akad. Dalam kondisi usaha merugi, mudharib cenderung menerima
kewajiban pengembalian modal meskipun tidak sesuai prinsip figh mu’amalah,
demi menjaga hubungan sosial dan keberlanjutan akses modal. Ketimpangan ini
berimplikasi pada hilangnya prinsip kerelaan (taradhi) yang menjadi syarat sah
transaksi sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa 29. Ketika kesepakatan
terjadi dalam situasi tekanan struktural, maka akad tersebut patut dipertanyakan
keadilannya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan mudharabah di tingkat
UMKM bukan semata persoalan teknis akad, tetapi juga menyangkut struktur
relasi sosial-ekonomi.

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam Islam yang berfungsi
menjaga keadilan dan keharmonisan hubungan sosial, termasuk dalam aktivitas

ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik
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mudharabah di Desa Bajuran, mekanisme musyawarah hampir tidak pernah
dilakukan ketika usaha mengalami kerugian. Keputusan mengenai penanggungan
kerugian cenderung diambil secara sepihak oleh shahibul mal. Padahal, prinsip
musyawarah sejalan dengan nilai keadilan yang ditegaskan dalam QS. An-Nahl:
90, yang memerintahkan keadilan dan melarang kezaliman. Absennya
musyawarah menyebabkan kerugian tidak dipahami sebagai risiko bersama,
melainkan sebagai kesalahan individual mudharib. Kondisi ini memperkuat
kesimpulan bahwa penyimpangan akad mudharabah tidak hanya bersumber dari
ketidaktahuan figh, tetapi juga dari lemahnya budaya dialog dan evaluasi
bersama.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pembebanan kerugian
kepada mudharib memiliki implikasi serius terhadap keabsahan akad. Akad
mudharabah yang tidak memenuhi prinsip pembagian risiko dapat dikategorikan
sebagai akad yang cacat substansi (fasid), meskipun secara formal disepakati oleh
para pihak. Ketentuan ini ditegaskan dalam kajian figh mu’amalah yang
menyatakan bahwa syarat yang bertentangan dengan hakikat akad tidak dapat
dibenarkan (Harahap, 2024). Dengan demikian, praktik di Desa Bajuran
menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif dalam
hukum ekonomi syariah. Implikasi lebih lanjut adalah melemahnya perlindungan
hukum bagi mudharib dan berkurangnya fungsi akad mudharabah sebagai
instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Zamzam dan Aravik
(2020) yang menunjukkan bahwa penyimpangan praktik akad mudharabah pada
UMKM umumnya disebabkan oleh rendahnya literasi figh mu’amalah. Selain itu,
Sapirah et al. (2025) menegaskan bahwa minimnya pendampingan menyebabkan
pelaku usaha menjalankan akad syariah berdasarkan kebiasaan lokal, bukan
ketentuan hukum. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa persoalan
pembagian nisbah dan penanggungan kerugian merupakan masalah struktural

yang bersifat luas, bukan kasus insidental. Oleh karena itu, penyelesaian masalah

https://ejurnal.stainaa.ac.id/index.php/mizanpedia

Volume 01, No. 01, Januari 2026


https://ejurnal.stainaa.ac.id/index.php/mizanpedia

MIZANPEDIA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah |12

ini tidak cukup dilakukan melalui pendekatan individual, tetapi memerlukan
intervensi sistemik melalui edukasi dan pendampingan hukum ekonomi syariah.

Praktik mudharabah yang menyimpang dari prinsip figh mu’amalah
berdampak langsung terhadap keberlanjutan UMKM. Beban pengembalian
modal yang dibebankan kepada mudharib menyebabkan tekanan finansial dan
psikologis yang signifikan. Beberapa mudharib memilih menghentikan usaha
karena tidak mampu menanggung risiko tersebut. Kondisi ini bertentangan
dengan tujuan utama mudharabah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi
dan pemerataan kesejahteraan. Dari perspektif maqashid al-syariah, praktik
tersebut tidak memenuhi tujuan menjaga harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial.
Dengan demikian, penyimpangan akad mudharabah tidak hanya bermasalah
secara hukum, tetapi juga secara sosial-ekonomi.

Pembahasan ini menegaskan pentingnya edukasi figh mu’amalah bagi
pelaku  UMKM, baik shahibul mal maupun mudharib. Pemahaman yang
komprehensif mengenai nisbah, pembagian risiko, dan konsekuensi hukum akad
mudharabah menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan praktik. Edukasi ini
seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, dengan contoh
konkret praktik akad yang sesuai syariah. Tanpa edukasi yang memadai, akad
mudharabah berpotensi terus disalahpahami dan disalahgunakan sebagai
instrtumen pembiayaan yang timpang.

Selain edukasi, keterlibatan lembaga keuangan syariah dan tokoh yang
memahami figh mu’amalah menjadi faktor penting dalam memperbaiki praktik
akad mudharabah di tingkat UMKM. Lembaga tersebut dapat berperan sebagai
mediator, pendamping, sekaligus pengawas pelaksanaan akad. Kehadiran pihak
ketiga yang memiliki otoritas moral dan keilmuan dapat membantu
menyeimbangkan relasi antara shahibul mal dan mudharib. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara

substantif.
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Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa persoalan utama
dalam praktik akad mudharabah pada UMKM di Desa Bajuran terletak pada
kesalahan pemahaman dan penerapan prinsip pembagian risiko. Pembebanan
kerugian kepada mudharib, minimnya musyawarah, serta ketimpangan relasi
kekuasaan menunjukkan adanya penyimpangan dari figh mu’amalah. Oleh
karena itu, perbaikan praktik mudharabah harus diarahkan pada penguatan
pemahaman hukum ekonomi syariah, penegasan tanggung jawab shahibul mal,
serta penciptaan mekanisme evaluasi dan musyawarah yang adil. Dengan langkah
tersebut, akad mudharabah dapat kembali berfungsi sebagai instrumen keadilan

dan pemberdayaan ekonomi umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad mudharabah pada UMKM
di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, secara formal
telah menggunakan konsep bagi hasil melalui penentuan nisbah yang disepakati
sejak awal kerja sama. Namun, secara substantif, pelaksanaan akad tersebut
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip figh mu’amalah. Temuan penelitian
mengungkap bahwa nisbah pada umumnya dipahami hanya sebagai mekanisme
pembagian keuntungan, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai
pembagian risiko usaha yang menjadi karakter utama akad mudharabah.

Hasil penelitian juga menegaskan adanya penyimpangan dalam praktik
penanggungan kerugian usaha. Kerugian yang terjadi akibat faktor eksternal,
seperti penurunan jumlah konsumen dan kondisi pasar, dalam praktiknya tetap
dibebankan kepada mudharib. Padahal, berdasarkan ketentuan figh mu’amalah,
kerugian finansial dalam akad mudharabah menjadi tanggungan shahibul mal
selama tidak terdapat unsur kelalaian (tafrith) atau pelanggaran (ta‘addi) dari
pihak mudharib. Praktik tersebut menunjukkan adanya pergeseran substansi akad

mudharabah menuju pola hubungan yang menyerupai utang-piutang, sehingga
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menghilangkan prinsip kemitraan dan keadilan yang menjadi ruh hukum
ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penyimpangan praktik akad
mudharabah dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap
konsep figh mu’amalah, minimnya pencatatan keuangan yang transparan, serta
ketimpangan relasi antara shahibul mal dan mudharib. Ketiadaan mekanisme
musyawarah dan evaluasi bersama ketika usaha mengalami kerugian turut
memperkuat praktik pembebanan risiko secara sepithak kepada mudharib.
Kondisi ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha dan berpotensi
melemahkan fungsi akad mudharabah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi
umat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan
praktik akad mudharabah pada UMKM tidak cukup dilakukan pada aspek
administratif semata, melainkan harus diarahkan pada penguatan pemahaman
prinsip pembagian risiko, penegasan tanggung jawab shahibul mal, serta
penguatan nilai keadilan dan amanah dalam pelaksanaan akad. Penelitian
selanjutnya disarankan untuk mengkaji model pendampingan dan pengawasan
akad mudharabah yang lebih efektif, baik melalui peran lembaga keuangan
syariah maupun tokoh lokal yang memahami figh mu’amalah, guna memastikan
implementasi akad mudharabah berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi

syariah.
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